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BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TET{GAII

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan tujuan dal sasaran dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunal daerah
sesuai dengal visi dan misi Rencana Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Baljamegara, perlu disusun Rencara
Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 4 (empat)
tahun mendatang;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunal Dokumen
Perenca-naan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Bupati Berakhir pada Tahun 2022, B:upari
yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agat
menyusun Dokumen Perencanaare Pembangunan
Menengah Daeralt Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tahwn 2O23-2026 yang ditetapka.n dengan
Peraturan Kepala Daerall;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dal huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunal Daerah
"taJ' n2O23-2O26i

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undaig-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tamballan
l,embaran Negara RepubLik lndonesia Nomor 4421);
Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunal Jangka Panjang Nasional Tahun 2O05-
2025. (l-embarar, Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupaii Banjarnegara.
Perangkat Daerah ada-lah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-
2026 ya]lg selanjutnya disebut RPD TeJrun 2023-2026 adalah l)okumen
Perencanaa-n Pembangunal Menengai Daerah Tahun 2023-2026 ak,an
digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedomal untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalai Dokumen Perencanaan PD
untuk periode 4 (empat) talun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Keda Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaa.n Daerah untuk periode I (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu)
tahun.
Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kineda
pembangunal yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datarlg denga:r kondisi
riil saat perencanaan dibuat.
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatilan atau
dikedepalkan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampa1<nya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjalrg, dan
menentukar pencapaian tujuar penyelenggaraan pemerintahan Daerah di
masa yang akan datang.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencalaal pembangunan Daerah.

12. Misi adalah rnmusan umum mengenai r.ipaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Tujual adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
Sasaran adalah rumusal kondisi yarrg menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yarg
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) progtar,t Petalagkat Daerah.
Stategi adalal lalgkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daeruh / Perangkat Daerah untuk mencapai sasararL.
Arah Kebijakan adalah rumusal kerangka pikir atau kerar-rgka kerja
untuk menyelesaikan permasalahal pembanguna,n dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakal secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.
Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
Program adalah penjabaran kebljatan Perangkat Daerah dalarr bentrrk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakar sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuar dengan
tugas dan fungsi.
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19. Kinerja adalah caparan
kegiatan/program/sasaran sehubungan
pembangunan.

keluaral/hasil/dampat dari
dengal penggunaan sumber daya

20. Indikator Kinerja adalah tanda yarg berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan truuan
dalam bentuk keluarar: {olttput) , hasil (outcome) dar dampal< (impact) .

21. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembalgunan agar hasil loutcome)
dapat terwujud.

22. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaral dari beberapa kegiatan dalam satu program.

23. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunal/layanar yang diperoleh dari pencapaian hasil {outcome)
beberapa program.

24. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selarjutnya disingkat SIPD
adalal suatu sistem yang mendokumentasikal, mengadministrasikare,
serta mengolah data pembangunan Daerah.

25. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengai Daerah
'fahur, 2023-2026 sebagai landasan yang akar digunakan oleh Penjabat
Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan da:r
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penlabaral dari
visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 20O5-2O25
yang memuat tujuan, sasaraJr, sbategi, arah kebijakan, dan program
prirotas yang disertai denga,r'r kerangka pendalaan pembangunan dna
program perangkat daerah serta kineda penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, analisa sasaran pokok dal arah kebijakan Rencana Pembanguna
Jangka Panjang Daerah tahap keempat dan isu strategis actual daerah.

Pasal 4

RPD menjadi pedomal :

a. penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD; dan
b. inatiumen evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunal

Daerah.

Pasal 5

RPD wajib dilaksanakan oleh Penjabat Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Daerah.
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Dokumen
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII

BAB VIII
BAB IX

BAB III
SISTEMATIKA RPD

Pasal 6

RPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
KINERJA PEI{YELENGGARAAN PEMERIN?AH DAERAH
PENUTUP

Pasal 7

Dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam
Lampiran yang merupakal bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAR IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD

Pasal 8

Pengendalial dan Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra
PD Taiun 2O23-2026 dengan ketentuar sebagai berikut:
a. Kepala Baperlitbang bertanggung jawab atas pengendalian dal evaluasi

terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026; darr
b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan

evaluasi pelaksalaan Renstra PD Tahun 2023-2026.

BAB V
PERUBAHAN RPD

Pasal 9

RPD Talrun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
a, hasil pengendalial dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian

antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting
b, hasil pengandalian dal evaluasi menunjukan adanya kesenjarrgan yang

signifikan antara ta,rget dan pencapaian kinerja sarnpai dengan tahun
berjalan; dar

c. terjadi perubahan yarrg mendasar.
Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukar tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal teqjadi
kebijal<an nasional, keadaan darurat, keadaan lua-r biasa, dan perintah
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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BAB VI
KE?ENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPD perubahan sebagaimana dimat<sud dalam pasal 9 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintal <an pengundangan peraturan
Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal l-7-9- ?oz-L

PIh. BUPATI BANJARNEGARA

Diundangkan di Banjarnegara
pada 17- q- 7OL-L

TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

BERITA AERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 14
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WA!]L BUPATI,

SYAMSUDIN


